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MOTTO

“Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku
urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku,
supaya mereka mengerti perkataanku. ”

(Thaahaa: 25-28)

“Kesuksesan dilahirkan dari 99% kegagalan yang dipahami dengan
sikap anti menyerah”

(James Dyson)

“Kebahagiaan datang jika kita berhenti mengeluh tentang kesulitan-kesulitan
yang kita hadapi dan mengucapkan terima kasih atas kesulitan-kesulitan
yang tidak menimpa kita

(Anonim)
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RINGKASAN

Silvia Nur Fadlilah, 2014, Implementasi Program Keluarga
Sejahtera berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 (Studi
pada Unit Pelaksna Teknis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana (UPT BPPKB) Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang), Dr.
Imam Hardjanto, M.AP, Drs. Sukanto, MS, 106 Hal + xliv

Kenakalan remaja diantaranya narkoba dan melakukan seks bebas. Seks
bebas menimbulkan penyakit PMS/IMS bahkan sampai HIV. Perkembangan
penyakit HIV/AIDS di Kabupaten Jombang terus menunjukkan peningkatan.
Tahun 2007 sejumlah 25 kasus HIV/AIDS, sedangkan 2013 Di Kabupaten
Jombang ditemukan sebanyak 48 Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) meninggal
dunia, Selama kurun waktu tahun 1999 hingga tahun 2013 terdapat 522 ODHA
yang tercatat dalam penanganan Komisi Pemberantasan Aids. Dalam hal ini
pemerintah juga ikut turun tangan dalam menangani permasalah yang dialami
remaja, salah satunya BKKBN dengan Program Keluarga Sejahtera. Implementasi
Program Keluarga Sejahtera salah satunya dilakukan di Kecamatan Wonosalam
Kabupaten Jombang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif
dan hanya dibatasi pada dua fokus penelitian, yaitu (1) Pelaksanaan kebijakan
pemerintah dalam Program Keluarga Sejahtera berdasarkan Peraturan Presiden
Nomor 62 Tahun 2010 dan (2) Faktor-faktor mempengaruhi pelaksanaan Program
Keluarga Sejahtera. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Wonosalam dan situs
penelitian dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana yang disingkat menjadi UPT BPPKB.

Penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga
Sejahtera berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melibatkan UPT
BPPKB, Keluarga balita, Keluarga Remaja, Keluarga lansia, Balita, Remaja dan
Lansia. Program ini sudah teralisasi dengan baik, UPT BPPKB sebagai lembaga
teknis sudah mampu menjadi leading sector untuk mengembangkan program ini
secara berkelanjutan, dan kerjasama dengan instansi lain seperti UPT Puskesmas,
UPT Dinas Pendidikan dan Petugas Penyuluhan Lapangan Pertanian (PPL
Pertanian). Penyebab terkendala pelaksanaan Program Keluarga Sejahtera salah
satunya adalah partisipasi masyarakat yang kurang adanya kesadaran akan
pengetahuan lebih yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Guna mencapai
sasaran dan tujuan yang telah ditentukan dan tercapainya kegiatan yang lebih
maksimal maka hendaknya masyarakat lebih aktif dalam kegiatan dari Program
Keluarga Sejahtera. Untuk lebih menarik minat masyarakat maka perlu adanya
inovasi baru dalam pemberian materi yang akan disampaikan.

Kata Kunci : Program Keluarga Sejahtera, Implementasi program
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SUMMARY

Silvia Fadlilah Nur, 2014, Implementation of Family Welfare
Program pursuant to Presidential Decree No. 62 Year 2010 (Studies in Unit
Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Perempuan and Keluarga Berencana
(UPT BPPKB) Wonosalam District of Jombang), Dr. Imam Hardjanto, M.AP,
Drs. Sukanto, MS, 104 It + xliv

Juvenile delinquency among drugs and free sex. Free sex cause diseases
PMS/IMS even HIV. The development of HIV / AIDS in Jombang continues to
show improvement. In 2007 a number of 25 cases of HIV / AIDS, while in 2013
in Jombang found as many as 48 people living with HIV / AIDS (ODHA) died,
During the period 1999 to 2013 there were 522 people living with HIV were
recorded in handling Aids Eradication Commission. In this case the government
also intervene in dealing with the problems experienced by teenagers, one of
whom BKKBN with Program Keluarga Sejahtera. Implementation of Program
Keluarga Sejahtera is one done in District Wonosalam Jombang..

This study used a qualitative approach with descriptive and are limited
to two research focus, namely (1) implementation of government policies in the
Program Keluarga Sejahtera, pursuant to Presidential Decree No. 62 of 2010 and
(2) factors affecting the implementation of the Family Welfare Program. This
research was conducted in the district and the site Wonosalam research conducted
at the Technical Unit of Women Empowerment and the Family Planning Unit
BPPKB abbreviated.

Research shows that the implementation of the Program Keluarga
Sejahtera, pursuant to Presidential Decree No. 62 of 2010 on the Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) involving UPT
BPPKB, Family toddlers, Family Teenagers, Families elderly, Toddler, Youth and
Elderly. The program is already well teralisasi, UPT BPPKB as technical
institutions have been able to become the leading sector to develop the program
on an ongoing basis, and cooperation with other agencies such as UPT
Puskesmas, UPT Dinas Pendidikan and Petugas Penyuluh Lapang Pertanian (PPL
Pertanian). Cause constrained implementation Program Keluarga Sejahtera, one of
which is the lack of community participation, awareness of the knowledge that is
needed for everyday life. In order to achieve the goals and objectives set and
achieving the maximum activity that people should be more active in the activities
of the Program Keluarga Sejahtesra. To further the public interest, the need for
new innovations in the delivery of the material to be delivered.

Keywords: Program Keluarga Sejahtera, Implementation of the program
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PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 62 TAHUN 2010

TENTANG

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Menimbang ¢

Mengingat H

Menetapkan

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

hahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Momor 52

Tahun 2009 temtang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan

Keluarga, serta dalam rangka meningkatkan efektivitas pengendalian

penduduk dan penyelengparaan keluarga berencana, perlu menetapkan

Peraturan Presiden tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

Masional;

I

Pasal 4 avat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 19435,

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2008 MNomor 166,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang MNomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan  Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran

Megara Republik Indonesia Nomor 3080},

MEMUTUSKAN :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

BABI...
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BAB 1
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1
(1) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang
selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut dengan BEKKBN adalah
Lembaga Pemerintah Non Kementerian vang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang bertanggung
Jawab di bidang kesehatan.

(2) BEEBM dipimpin oleh Eepala.

Pasal 2
BEKBN mempunyvai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang

pengendalian penduduk dan penvelenggaraan keluarga berencana.

Pasal 3
(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

BEEKBMN menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kKebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk
dan penvelenggaraan keluarga berencana;

k. penetapan norma, standar, prosedur, dan  kriteria di bidang
pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;

¢, pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian
penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;

d. penvelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang

pengendalian penduduk dan penyelengearaan keluarga berencana;

e. penyelenggaraan. .

Xix



12)

PREEIDEM
REPUBLIK IMDCMESLA

penvelenggaraan pemantavan dan evaluasi di bidang pengendalian
penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang pengendalian

penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada avat (1), BKEBN juga

menyelenggarakan fungsi:

a.

penvelenggaraan  pelatihan, peneliian, dan  pengembangan  di
bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga
berencana;

pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum
di lingkungan BEKBN;

pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung
jawab BEKBMN:

pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BEKEBN: dan
penvampaian laporan, saran, dan pertimbangan di  bidang

pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

BAB II
ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 4

BKEBN terdiri atas:

a.

b.

Kepala;

Sekretariat Utama;

c. Deputi...
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c.  Deputi Bidang Pengendalian Penduduk:

d.  Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi:
e, Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayvaan Keluarga:
I. Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi;

g.  Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan: dan

h.  Inspektorat Utama.

Pasal 5

Dalam melaksanakan fugas dan fungsinya BKKBN dikoordinasikan oleh

Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

Bagian Kedua

Kepala

Pasal &

Kepala adalah pemimpin BEKBM.

Pasal 7

Kepala BEKBN mempunyai tugas memimpin BKKBN dalam menjalankan
tugas dan fungsi BEKKBN.

Bagian...
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Bagian Ketiga

Sekretariat Utama

Pasal §

(1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pemimpin yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BEKBN.

(2} Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 9

Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan
tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit

organisasi di lingkungan BKKBN.

Pasal 10

Dalam melaksanakan ugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat

Utama menyelengearakan fungsi:

a.  koordinasi kegiatan di lingkungan BEKKBN;

b, koordinasi dan penyusunan rencana dan program di lingkungan BEKBN:

c.  pembinaan dan  pemberian  dukumgan  administrasi  yang  meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuvangan, kerumahtanggaan, arsip, dan
dokumentasi di lingkungan BKKBN:

d. pembinaan dan penyelengearaan organisasi dan tata laksana, kerjasama,
dan hubungan masyarakat,

e koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan

hukum;

. penyelenggaraan. ..
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penyelengearaan pengelolaan barang milik/kekayaan negara: dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BEKEBN.

Pasal 11

Sekretariat Utama terdiri atas paling banyak 5 (lima) Biro.
Masing-masing Biro terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian.
Masing-masing Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
Khusus Bagian vang menangani urusan tata usaha pimpinan terdiri atas

sejumlah Subbagian sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat

Deputi Bidang Pengendalian Penduduk

Pasal 12

Deputi Bidang Pengendalian Penduduk adalah unsur pelaksana sebapgian
tugas dan fungsi BRKEKBMN di bidang pengendalian penduduk yang berada
di bawah dan bertanggung jawahb kepada Kepala BEKBN.

Bidang pengendalian penduduk sebagaimana dimaksud pada avat (1)
meliputi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan, perencanaan kebijakan,
dan amalisis  dampak mengenai kependudukan serta  kerjasama
pendidikan kependudukan.

Deputi Bidang Pengendalian Penduduk dipimpin oleh Deputi.

Pasal 13...
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Pasal 13

Deputi Bidang Pengendalian Penduduk mempunyal tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Deputi

Bidang Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi:

a.  perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk:

b, pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk;

c.  penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian
penduduk:

d.  pelaksanaan pemantavan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk;
dan

e, pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian

penduduk.

Pasal 15

(17 Deputi Bidang Pengendalian Penduduk terdiri atas paling banyak 4
(empat) Direktorat.

(2)  Masing-masing  Direktorat  terdiri  atas  paling  banyak 3 (tiga)
Subdirektorat.

(3} Masing-masing Subdirektorat terdiri atas paling banyak 2 (dua) Seksi.

Bagian...
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Bagian Kelima

Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Pasal 16

(1) Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi adalah
unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BEKBN di bidang keluarga
berencana  dan  kesehatan reproduksi yang berada di bawah  dan
bertangeung jawab kepada Kepala BEEKBMN.

(2)  Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dipimpin

oleh Deputi.

Pasal 17

Depun Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai
mgas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang keluarga

berencana dan kesehatan reproduksi.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Deputi

Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi menyelenggarakan

fungsi:

a.  perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan kesehatan
reproduksi;

b.  pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan kesehatan
reproduksi;

. penyusuna. ..
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penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang keluarga
berencana dan kesehatan reproduksi;

pelaksanaan pemantavan dan evaluasi di bidang keluarga berencana dan
kesehatan reproduksi: dan

pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana

dan kesehatan reproduksi.

Pasal 19

Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi terdin
atas paling banyak 4 (empat) Direktorat.

Masing-masing  Direktorat  terdiri  atas  paling  banyak 3 (tiga)
Subdirektorat.

Masing-masing Subdirektorat terdiri atas paling banyak 2 (dua) Seksi.

Bagian Keenam

Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga

12)

3

Pasal 20

Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdavaan Keluarga adalah
unsur pelaksana sebagian tugas dam fungsi BKKBN di bidang keluarga
sgjahtera dan pemberdavaan keluarga wang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala BEKBN.

Bidang keluarga sejahtera dan pemberdavaan keluarga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya pemberian akses informasi,
konseling, pembinaan, bimbingan, dan pemberian pelayanan dalam
rangka mewujudkan keluarga berkualitas dan ketahanan keluarga.

Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga dipimpin

oleh Deputi.

Pasal 21...
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Pasal 21

Deputi Budang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai

tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang keluarga

sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Depun

Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga menyelenggarakan

fungsi:

a.

2)

(3]

perumusan kebijakan teknis  di bidang  keluarga  sejahtera  dan
pemberdayvaan keluarga;

pelaksanaan  Kebijakan  teknis  di bidang  keluarga  sejahtera dan
pemberdavaan keluarga;

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang keluarga
sejahtera dan pemberdayaan keluarga;

pelaksanaan pemantavan dam evaluasi di bidang keluarga sejahtera dan
pemberdavaan keluarga: dan

pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga sejahtera

dan pemberdayaan keluarga.

Pasal 23

Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga terdiri
atas paling banyak 4 (empat) Direktorar.

Masing-masing  Direktorat  terdiri  atas  paling  banyak 3 (tiga)
Subdirekiorat.

Masing-masing Subdirektorat terdiri atas paling banyak 2 (dua) Seksi.

Bagian...
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Bagian Ketujuh
Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi

Pasal 24

Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi adalah unsor
pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKEKBN di bidang advokasi,
penggerakan, dan informasi vang berada di bawah dan bertanggung
Jawab kepada Kepala BEEKBMN.

Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi dipimpin oleh

Deputi.

Pasal 25

Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi mempunyai tugas

merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang advokasi dan

penggerakan serta komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk,

keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan

pemberdayaan keluarga.

Pasal 26

Dalam melaksanakan wgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Deputi

Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi menyelengearakan fungsi:

.

perumusan Kebijakan teknis di bidang advokasi dan penggerakan serta
komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga
berencana dan  kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan

pemberdayaan keluarga:

b. pelaksanaan..
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pelaksanaan kebijakan teknis di bidang advokasi dan penggerakan serta
komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga
berencana  dan  kesehatan reproduksi, serta keluarga  sejahtera dan

pemberdayaan keluarga;

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang advokasi dan
pengeerakan serta komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian
penduduk, kKeluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga

sejahtera dan pemberdayaan keluarga;

pelaksanaan pemantavan dan evaluasi di bidang advokasi dan penggerakan
serta komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga
berencana  dan  kesehatan reproduksi, serta keluarga  sejahtera dan

pemberdayaan keluarga: dan

pemberian  bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang advokasi dan
penggerakan serta Komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian
penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga

sejahiera dan pemberdayaan keluarga.

Pasal 27

Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi terdiri atas 5 (lima)
Direktorat.
Masing-masing Direktorat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subdirektorat.

Masing-masing Subdirektorat terdiri atas paling banvak 2 (dua) Seksi.

Bagian ...
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Bagian Kedelapan
Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan

Pasal 28

(1} Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan adalah unsur
pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKKBMN di bidang pelatihan,
penclitian dan pengembangan yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala BEEKBN.

(2y  Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan dipimpin oleh

Deputi.

Pasal 29

Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan mempunyai tugas
merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelatihan, penelitian,
dan pengembangan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan

reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Depun

Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

a.  perumusan kebijakan teknis  di bidang pendidikan dan pelatihan serta
penelitian dan pengembangan pengendalian penduduk, keluarga berencana

dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan

keluarga;

b pelaksanaan.

XXX
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pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatithan serta
penelitian dan pengembangan pengendalian penduduk, keluarga berencana
dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejalitera dan pemberdayaan

keluarga;

penyusunan norma, standar, prosedur, dan keiteria di bidang pendidikan
dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pengendalian penduduk.
keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan

pemberdayaan keluarga:

pelaksanaan pemantavan dan evaluasi di bidang pendidikan dan pelatihan
serta penelitian dan pengembangan pengendalian penduduk, keluarga
berencana  danm  kesehatam reproduksi, serta keluarga  sejahtera dan

pemberdayaan keluarga; dan

pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang  pendidikan dan
pelatihan serta penelitian dan pengembangan pengendalian penduduk,
keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan

pemberdayaan keluarga.

Pasal 31

Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan terdiri atas paling

banyak 4 (empat) Pusat.

Masing-masing Pusat terdiri atas paling banyak 2 {dua) Bidang dan 1

(satu) Subbagian Tata Usaha.

Masing-masing Bidang terdiri atas paling banvak I (dua) Subbidang.

Bagian...
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Bagian Kesembilan

Inspektorat Utama

Pasal 32

Inspekiorat Utama adalah unsur pengawas vang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala BEEKBMN.

Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama.

Pasal 33

Inspektorat Utama mempunvai tugas melaksanakan pengawasan intern di

lingkungan BEEKBMN.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Inspektorat

Utama menyelenggarakan fungsi:

.

penyiapan perumusan  kebijakan pengawasan intern  di lingkungan
BEKEBN;

pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan BKKBN terhadap Kinerja
dan kenangan melalui audit, revia, evaluasi, pemantavan, dan kegiatan
pengawasan lainnya;

pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala
BKEBN:

penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan BKEKBN; dan

pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.

Pasal 35 ..
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Pasal 35

(1) Inspekiorat Utama terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Inspektorat dan |

(satu) Bagian Tata Usaha.

(2} Masing-masing Inspektorat membawahkan Kelompok Tabatan Fungsional

Auditor.

(3)  Bagian Tata Usaha terdiri atas paling banyak 2 {dua) Subbagian.

Bagian Kesepuluh
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 36

(1} Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis
penunjang, pada unsur pelaksana di lingkungan BKEKBN dapat dibentuk

Lnit Pelaksana Teknis.

(2} Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 37

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36,
ditetapkan oleh Kepala BKKBN setelah mendapat persetujuan tertulis dari
Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan

reformasi birokrasi.

Bagian...
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Bagian Kesebelas
Jabatan Fungsional
Pasal 38

DN lingkungan BEKEKBMN dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai
dengan kebutuhan vyang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB I1I
TATA KERJA

Pasal 39

Semua unsur di lingkungan BEKEKBN dalam melaksanakan tugasnva wajib
menerapkan  prinsip  koordinasi, imtegrasi, dan  sinkronisasi  baik  dalam
lingkungan BKKBN maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik

pusat maupun daerah.

Pasal 40

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan sistem pengendalian
intern di lingkungan  masing-masing  untuk  mewujudkan  terlaksananya

mekanisme akuntabilitas publik.

Pasal 41

Sefiap pimpinan  satuan  organisasi bertanggung  jawab  memimpin  dan
mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta

petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 42. ..
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Pasal 42

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan

secara berkala wepat pada wakmunya.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan

pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 44

Kepala BEKEBN melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Presiden

secara berkala atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja diatur oleh Kepala BKKBN dengan

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 46

(1) Kepala BREBN adalah jabatan strukiural eselon La.
(2 Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama adalah jabatan struktural

eselon La.

(3) Kepala. ..
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Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, Inspektur, dan Kepala Perwakilan
BEKKBN Provinsi adalah jabatan struktural eselon [1a.

Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, dan Kepala Bidang adalah jabatan
struktural eselon I11.a.

Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Subbidang adalah jabatan

struktural eselon I'V.a.

Pasal 47

Kepala BEKBN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri

yang bertangeung jawab di bidang kesehatan.

(1)

(2)

(3)

Pasal 48

Sekretaris Utama, Deputi, dan  Inspektur  Utama  diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala BEKKBN.

Pejabat struktural eselon I ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh
Kepala BEEKBN.

Pejabat strukitural eselon II1 ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan

oleh pejabat vang diberi pelimpahan wewenang oleh Kepala BEKEN.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 49

Segala biaya vang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BKKBN

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VI...
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BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50

Rincian lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata Kerja

BEKBN ditetapkan oleh Kepala BKKBN setelah mendapat persetujuan dari

Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan

reformasi birokrasi.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini:

a.

Bidang tugas keluarga berencana dan keluarga sejahtera dilaksanakan oleh
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional sampai dengan selesainya
penataan organisasi BKKBN berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Masional dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkannya Peraturan
Presiden imi menyerahkan seluruh arsip dan dokumen vang berkaitan
dengan pelaksanaan tugasnva kepada BEKKBM.

Pegawai  Negeri Sipil di lingkungan Badan Koordinasi Keluarga
Berencana Nasional menjadi Pegawai Negeri Sipil BEEKBMN.

Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dan Kepala Badan
Kepegawaian Nepgara mengatur penyelesaian  administrasi pengalihan
Pegawai MNegeri Sipil  dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana

Masional kepada BEKKBN sebagaimana dimaksud pada huruf c.

e. Seluruh. ..
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e Seluruh aset negara vang dikelola dan digunakan oleh Badan Koordinasi
Keluarga Berencana MNasional dalam jangka wakw paling lama 1 (satu)
tahun beralih pengelolaan dan penggunaannyva kepada BEKKBN setelah
mendapat  persetujuan  Menteri yang  bertanggung  jawab  di bidang

keuangan.

Pasal 52

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini. seluruh jabatan beserta
pejabat vang memangku jabatan di lingkungan Badan Koordinasi Keluarga
Berencana Nasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor
110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon [ Lembaga
Pemerintah Mon Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005, tetap melaksanakan tugas
dan fungsinya sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Presiden

ini.

Pasal 53

(17 Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, Kepala Badan
Koordinasi Keluarga Berencana Nasional ditetapkan sebagai Kepala
BEKBMN sampai dengan diangkatnva Kepala BKEBN yang baru
berdasarkan Peraturan Presiden ini.

(2) Dalam jangka wakt paling lama 1 (satu) tabhun sejak ditetapkannya
Peraturan Presiden ini, Menteri yang bertanggung jawab di bidang
kesehatan mengusulkan calon Kepala BKEBN yang baru sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden sesuar dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 54...
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Pasal 54

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, biaya pelaksanaan tugas

dan funpgsi BEKBN dibebankan kepada anggaran belanja Badan Koordinasi

Keluarga Berencana Nasional sampai dengan BKKBN memiliki anggaran

sendiri sesuail dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1

(2)

(3)

(4)

Pasal 55

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, Perwakilan Badan
Koordinasi Keluarga Berencana Masional menjadi Perwakilan BEKBN
Provinsi sampai dengan terbentuknva semua Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Daerah Provinsi dan Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 fentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BEKEBN melalui Perwakilan BEKBN Provinsi melakukan pembinaan
dan memfasilitasi terbenuknya Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Daerah Provinsi dan Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perwakilan BKEKBN Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tigas melaksanakan sebagian tugas BEEKBN di provinsi.
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada avat (3), untuk
tugas pelaksanaan pengendalian penduduk dan penyelengearaan keluarga
berencana  di wilavah  Provinsi Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta
dilaksanakan sendiri oleh pemerintah daerah Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta.

(5) Susunan. ..

XXXiIX



PRESIDEN
REPUBLIK IMDOCMESIA

P T

(5}  Susunan organisasi dan tata kerja  Perwakilan BEEKBN  Provinsi
ditetapkan oleh Kepala BKKBN setelah mendapat persetujuan dari
Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendavagunaan aparatur

negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 56

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ind, Unit Pelaksana Teknis Badan
Koordinasi Keluarga Berencana Masional yang dibentuk berdasarkan Keputusan
Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden MNomor 64 Tahun 2005 dan Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun
2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Lembaga Pemerintah Non
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 52 Tahun 2003, menjadi Unit Pelaksana Teknis BKEKBN dan
tetap menjalankan mgas dan fungsinya sesuai dengan Ketentuan peraturan
perundang-undangan sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan
Presiden ini.

Pasal 57

Peraturan pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dan Keputusan
Presiden Momor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1
Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Momor 52 Tahun 2005, masih tetap berlaku
sepanjang  belum  dinbah  dan/atan diganti  dengan  peraturan vang  baru

berdasarkan Peraturan Presiden ini.

BAB VIII. ..
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BARB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka:

Ketentuan mengenai Badan Koordinasi Keluarga Berencana Masional
sehagaimana diatur dalam Keputusan Presiden MNomor 103 Tahun 2001
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden MNomor 64 Tahun

2005,

. Ketentuan mengenai Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Badan Koordinasi
Keluarga Berencana Nasional sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden
Momor 110 Tahun 2000 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1
Lembaga Pemerintah Mon Departemen sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir  dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59
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Pasal 59

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR, H. SUSILO BAMBANG ¥YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

Dr. M. Iman Santoso
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PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
%| BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
UPTB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KECAMATAN WONOSALAM
Jalan Anjasmoro No. 03, Tilp. ( 0321 ) 7259557 Wonosalam

Nomor 1476/ 26 /415.41.21/2014

Lampiran -

Hal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas [lmu Administrasi

Uhniversitas Brawijaya

Dengan adanya surat ini, kami memberikan kesempatan untuk melakukan
Riset/Survey mahasiswa dalam rangka mengerjakan tugas akhir/skripsi

Nama : Silvia Nur Fadlilah

Alamat : Kepuh Pandak Sidowarek Ngoro Jombang

NIM :105030500111043

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Minat : Ilmu Administrasi Pemerintahan

Tema : Implementasi Program Keluarga Sejahtera Mengacu pada

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Lamanya : 02 Juni 2014 — 30 Juli 2014
Peserta : 1 orang

Demikian atas pemberitahuannya, kami ucapkan terima kasih.

Wonosalam, 09 Juni 2014
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C. Pengalaman Organisasi

No. Posisi Organisasi Tahun
1 | Staf Kementrian Badan Eksekutif Mahasiswa 2011-2012
Advokasi (BEM) FIA-UB
2 | Kapala Bidang Tim Penyuluhan dan 2012-2013
Penyuluhan Penanggulangan Napza dan
HIV/AIDS (UKM TEGAZS)
Universitas Brawijaya
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